
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR~Lf TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH

KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUNANGGARAN2016

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah

Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016, perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Mengingat



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang I

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional!
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang I

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat '
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5234);



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5568);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan I

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4022);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Jumlah Pinjaman Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4287);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan

Republik Indonesia Tahun

(Lembaran Negara

2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara serta Penyampaiannya;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun

2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 690);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

Nomor 4);

----------------------------------------------- -- -- ..... ----



29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2016 Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran

2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMURTAHUNANGGARAN2016.

Pasall

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan AsHDaerah Rp. 43.935.743.483,85

b. Pendapatan Transfer Rp. 1.046.758.237.965,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 577.353.500,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.091.271.334.948,85

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 371.325.171.336,00

2. Bunga Rp. 0,00

3. Subsidi Rp. 0,00

4. Hibah Rp. 7.784.500.000,00

5. Bantuan Sosial Rp. 1.052.048.829,00

6. Belanja Bagi Hasil Kepada

ProvinsijKabupatenjKota

dan Pemerintahan Desa Rp. 1.745.432.551,00

l _



7. Belanja Bantuan Keuangan Rp.

8. Belanja Tidak Terduga Rp.

Jumlah Belanja Tidak

82.687.4 73.589,00

597.439.384,00

Langsung

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

465.192.065.689,00Rp.

Jumlah Belanja

Rp. 51.426.919.750,00

Rp. 181.708.104.844,00

Rp. 365.777.793.530,00

Rp. 598.912.818.124,00

Rp. 1.064.104.883.813,00

Rp. 27.166.451.135,853. Surplus (Defisit)

4. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 61.665.842.982,16

2.000.000.000,00

59.665.842.982,16

86.832.294.118,01

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Pembiayaan Netto Rp.

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.

(SiLPA)

Pasal2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimakud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini



Pasa15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

tPati in.i de'nga~ penenipat~~nya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung
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Ditetapkan di
pada tanggal

Muara Sabak
uMu~ 2017

, . r, "'1

crUPATITANJ

\
H. RaMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
padatanggal I~~~JL~2017

SEKRETARIS
KABUPATENTANJUNG

ERAH
BUNGTIMUR

H. SUDIRM N

BERITADAERAHKABUP ENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2017 NOMOR.3 '


